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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2011
TENTANG

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20

Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daergh, diatur bahwa pembentukan Satuan Korja
Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

. bahwa pembentukan Peraturan Daerah membutuhkan tahapan penyusunan

dan waktu. sementara peningkatan pelayanan publik periu segera dilaksanakan:

bahwa sambit menunggu terbentuknya Peraturan Daerah mengenai
pembentukan Satuan Keria Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, perlu meningkatkan Satuan Petaksana Pelayanan Terpadu Satu Atap
di Kota Administrasi menjadi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintuy;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;,



Menetapkan:
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14.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemersintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bDeberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerakh;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

3

1C.

1

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit
kerja atau subordinat dari SKPD.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Unit PTSP
adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi.

Kota Administrasi adaiah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Walikoia adalah Walikota Kota Administrasi.
Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD/
UKPD terkait, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan
perizinan dan non perizinan yang bersifat teknis.
Tim Administrasi adalah Kelompok kerja administrasi pelayanan administrasi
perizinan dan non perizinan yang terdiri dari petugas administrasi.
BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, Satuan Pelaksana Peiayanan Terpadu Satu Atap
di setiap Kota Administrasi ditingkatkan menjadi Unit PTSP,

(1)

BAB Il
KEDUDUKAN
Pasal 3

Unit PTSP merupakan Satuan Pelaksana Kota Administrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.



Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan
organisasi struktural.

Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dipimpin
oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melaiui Wakil Walikota.

Kepalg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan jabatan
struktural, yang diangkat dan dberhentkan oleh Walikota dari pegawai
senior yang berkompeten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Unit PTSP dikendalikan oleh
Wakil Walikota.

Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Wakil Walikota dibantu oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat
Kota Administrasi.
BAB iV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasai4

Unit PTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan
pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
kepastian.

Pasal 5

Unit PTSP menyeienggarakan Fungsi :

a0 o

=

(1)

pelaksanaan penyusunan program Unit PTSP;

penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan nor perizinan;
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
pelaksanaan adminisirasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non
perizinan; dan

penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan Unit PTSP,

BAB Vv
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasalb
Susunan Organisasi Unit PTSP terdiri dari :
Kepaia Unit;
Tata Usaha;

Tim Administrasi: dan
Tim Teknis.

ap oo



(2) Susunan Organisasi Unit PTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala Unit

Pasai7

Kepala Unit mempunyai tugas :

a

)

MmemiMpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tUgas dan fungsi Unit PTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;

mengoordinasikan dan mengendalikan pflaksanaan tugas ketatdusahaan,
Tim Administrasi dan Tim Teknis;

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD terkait
dan/atau instansi pemerintah l1ain dalam rangka p€laksanaan tugas dan
fungsi Unit PTSP; dan

Melaporkan dan mempé&rtanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit PTSP.

Bagian Ketiga
Tata Usanha

Pasdl 8

Tata Usaha merupakan unsur staf Unit PTSP daiam pelaksanaan asminisirasi
dan fasilitasi peldyanan perizinan dan non périzinan,

Tata Usaha dipimpin oleh s€orang Koordinator yang berkecudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Koordinator s€bagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan
jabatan struktural.

Koordindtor sebagaimana dimaksUd pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat
gan diberhentikan oleh Walikota atas Usul Kepala Unit.

Tata Usaha mempunyai tugas :
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mengoordinasikan penyUsunan program kerja Unit PTSP,
melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;

Melaksanakan kegiatan surat Mményurat dan kearsipan,

melaksanakan pengeloiaan Urusan kep&gawaian, keuangan dan barang;
menghimpun, menganalisa dan méngdjukan kebutuhan inventaris
peraiatan/perléngkapan kantor/peraiatan teknis Unit PTSP,

menerima, ményimpan dan mendistribusikan periengkapan/pgraiatan/
inventaris kantor/pgralatan téknis Unit PTSP;

melaksanakan koordinasi peny&diaan, peémeitharaan dan péerawatan
prasarana dan sarana kerja Unit PTSP;

melaksanakan koordinasi peNy&diaan teknologi informatika Unit PTSP;
Melaksanakan pengaturan acara uUnit PTSP;

menerima dan menindaklanjuti pengaduan;

mengoordinasikan pefyusUnan lapofan kegiatan, keuangan, kinérja

dan akuntakilitas Unit PTSP;



l. menyiapkan bahan laporan Unit PTSP vang berkaitan dengan tugas
Tata Usaha; dan

m. melaporkan dan meMpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tata
Usaha.

Surat menyurat dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢

adalah surat menyurat dan kearsipan dokumen umum yang bukan
termasuk dekumen perizinan dan non perizinan.

Bagian Keempat
Tim Administrasi
Pasal 9

Tim Administrasi merupakan uisur it Unit PTSP yang terdirl dari pegawai
kOta adMinistrasi yang ditugdskan oleh Walikota untuk melaksanakan
pelayanan adMiNistrasi perizinan dan non perizinan.

Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Melaksanakan
pelaya@na administrasi perizinan dan Non perizinan dipimpin oleh 1 (satu)
orang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit,

Koordinator sébagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan
jabatan struktural,

Koordinator sebagaimana diMaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oieh Walikcta atas usul Kepata Unit.

Tim Administrasi mempunyai tugas:

a. memberikan informasi terkait perizinan dan NON perizitan kepada
pemohon;

b. menyerahkan formulir perizinan dan non périzinan kepada pemohon;

c. menerima berkas permohonan perizinan dan non perizinan dari
pemohon;

d. memeriksa KeleNgkapan dan keaslian (k&absahan) berkas permohonan
peliziNal dan Non periziNal yang diteliMa dari pemohon;

e. mengembalikan berkas permohonan perizinan/non perizinan yang
tidak lenNgkap atau terdapat kekurangan atau diragukan keabsahannya
kepada pemohon; ]

f. meMmaraf dan Menyerahkan tanda terima permohonan perizinan dan
NCN perizinan kepada pemohon;

g. Mencatat/merekam/mengiNput permohonan perizinan/non perizinan
yang diterima; )

h. menelitimemitah berkas permchonan pefizinan/non pefizitan sesual
jenisnya;

i. meNyerahkan berkas permchonan perizinan/non pefizinan yang sudah
lengkap, diteiiti dan dipilah kepada Tim Teknis;

i, menerima penetapan retribusi yang menjadi kewajban pemohon dari
Tim Teknis; )

k. menyerahkan penetapan retribusi kepada pemohon;

|. menerima tanda peluNasan retribusi dari pemohon dan menyerahkannya
kepada Tim Tekni's;

m. menerima izin/keteraNgan/fekomendasi/dokuMen sejénis itu dari Tim
Teknis yang sudah selesai diproses;



(2)

(3)

(4)

{5)

n. menyerahkan izin/keterangan/rekomendasi/dokumen sajenis itu vang
sudah ditandatangani kepada pemohon;

o. mencatat/merekam/menginput izin/keterangan/rekomendasi/dokumen

sejenls yanq telah diserahkan kepada pemaohon;

menyimpan dan memelihara arsip dokumen perizinan/non perizinan;

melaksanakan publikasi kegiatan pelayanan Unit PTSP; dan

melaporkan dan meMpertanggungjawabkal pelaksanaan tugas Tim

Administrasi.

SIS o}

Tugas Tim Administrasi sebagaimana diMakSud pada ayat (1) dapat
dirinci ke dalam uraian tugas masing-masing personil Tim Administrasl
sesudi kebutuhan, yang ditetapkan oleh Kepala Unit.

Bagian Kelima
Tim Teknis
Pasat 10

Tim Teknis merupakan unsur lini UNit PTSP yaNg terdifl dafi unsuf
SKPD/UKPD terkait, yang ditugaskan dan diberikan kewenangan oleh
Kepala SKPD/UKPD masing-masing untuk melaksanakan pelayanan
peMprOsesan teknis pemberian periziNal dan non perizinan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan
pelayaNan pemproSesal teknis pemberian perizinan dan non perizinan
diplmpin Oleh 1 (Satu) ofang Koofdinator yang berkedudukan dl bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Koordinator sebagaimana ‘dimaRSUd pada ayat (2) bukan merupakan
jabatan struktural.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepata Unit.

Tim Teknis mempunyai tugas :

a. menerima’be'r’kas pefmohoNan perizinan/non perizinan yang Sudah
lengkap, diteliti dan dipilah dari Tim AdmiNistras;

b. mencatat/merekam/menginput berkas permohonan pefizinan/non pefizinan
yang ditefima dafi Tim Administrasi;

¢. Meémproses permohonan perizinan/non perizinan sesuai permohonan
yahg ditelima, .

d. menghitung biaya retflbusi yang menjadi kewajiban pemohon;

e, MemplOseS penetapan retribusi yang ménjadl kewajiban pemohon;

f menyerahkan penetapan retribusi kepada Tim Administrasi untuk
diteruskan kepada pé€mohoh; o ’

g. Meneérima tanda pelunasan retribusi darl Tim AdmiNistrasi dan

MeNdokuMentasikannya;

h. memproses penerbitan perizinan/non perizinan;

i. melakukan penelitian/survei lapangan jika diperlukan;

j melaksanakan koordinasi teknis deNgah SKPD/UKPD terkait datam
p€Mbefian perizinan/non perizinan; '

k. menyerahkan izin/rekomendasi/keterangan/dokumen sgjénis itu, yang
telah diselesaikan kepada Tim AdMinistrasi;



. mencatat/merekam/menginput izin/rekomendasi/keterangan/dokumen
sejenis itu, yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Administrasi;
dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tim
Teknis.

(8) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci ke
dalam-uraian tugas masing-masing personil Tim Teknis sesuai kebutuhan,
yang ditetapkan oleh Kepala Unit.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit PTSP wajb taat dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepaia Unit PTSP mengembangkan koorcinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD terkait dan/atau instansi pemerintah lain/swasta dalam
rangka meningratkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Unit PTSP.

Pasal 12

Kepala Unit, Koordinator Tata Usaba, Koordinator Tim Administrasi dan
Koordinator Tim Teknis pada Unit PTSP wajb melaksanakan tugas Masing-
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 13

(1) Kepala Unit, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Tim Administrasi dan
Koordinator Tim Teknis pada Unit PTSP wajb memimpin, mengoordinasikan,
mengarahkan, memberikan bimbingan, Mmemberikan petunjuk pelaksanaan
tugas, membina dan menilai kinerja bawahan Masing-Masing.

(2) Kepala Unit, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Tim Administrasi,
Koordinator Tim Teknis dan pegawai pada Unit PTSP wajib mengikuti dan
mematuhi perintah Kkedinasan atasan masing-Mmasing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Unit, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Tim Administrasi dan
Koordinator Tim Teknis pada Unit PSTP wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.



{1)

(2)

Pasal 15

Kepala Unit, Koordinator Tata Usaba, Koordinator Tim Administrasi,
Koordinator Tim Teknis dan pegawai pada Unit PTSP wajb menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dar menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit
PTSP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan Kota Administrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} diatur dengan
Peraturan Gubernu:.

BAB VIl
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil pada Unit PTSP merupakan Pegawal Negeri Sipil
Daerah.

Kepala Unit, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Tim Administrasi, personil
Tim Administrasi dan pegawai pada Tata Usaha induk kepegawaiannya
pada bagian ketatalaksanaan Sekretariat Kota Administrasi.

Koordinator Tim Teknis dan personil Tim Teknis induk kepegawaiannya
pada SKPD/UKPD terkait yang menugaskan.

Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian negara.

BABVII
KEUANGAN

Pasal 18

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit PTSP dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kota Administrasi.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/daerah.



(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(3)
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Pasal 19

Pendapatan yang bersumper dari pelaksanaan iugas dan fungsi Unit
PTSP merupakan pendapatan daerah.

Pengeiolaan pendapatan SebagaiMana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketangan negara/daerah,

BAB IX
ASET
Pasal 20

Aset yang dipergunakan oleh Unit PTSP sebagai prasarana dan sarana
kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SeSuai keétentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Keuangan negara/daerah dan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 21

Prasarana dan sarana kefja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah, dan/atau bantuan dari pihak ketiga Kepada Unit PTSP dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Merupakan penerimaan barang
daerah,

Penerimaan barang daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan oleh Kepala Unit Kepada Walikota untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengglola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara
Urmum Daerah (BUD) uniuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X
FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

Pasal 22

Kepala Unit dibantu oleh 1 (Satu) orang Koordinator Tata Usaha, 1 (satu)
orang Koordinator Tim Administrasi dan 1 (satu} orang Koordinator Tim
Teknis $ebagai bawahan langsung.

Koordinator Tata Usaha dibantu Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
Pejabat Fungsicnal Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.

Koordinator Tim Administrasi dibantu Sebanyax-banyaknya 8 (delapan)
orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu dalam pelaksanaan pelayanan
administrasi perizinan dan non perizinan.



i

{(4) Koordinator Tim Teknis dibantu sebanyak-banyaknya 27 (dua puluh tujuh)
orang Pejabat Fungsionai Umum/Tertentu daiam pelaksanaan pelayanan
teknis perizinan dan nen perizinan.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ayat (3),
dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini.

{6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit sesuai dengan formasi
kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal23
(1) Kebutuhan peratatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini.
(2) Kebutuhan peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit sesuai dengan kemampuan
dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB X
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal24
Unit PTSP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota, dengan tembusan
kepada SKPD/UKPD terkait dalam pemberian perizinan/non perizinan.

BAB Xl

PENGAWASAN
Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit PTSP dilaksanakan cleh:

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat pengawas Internal Pemerintah.

BABXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasalz6

Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai wilayah kerja di Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Pasal 27

Kepada Kepala Unit PTSP, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Tim Administrasi,
Koordinator Tim Teknis, Petugas Administrasi, Petugas Teknis dan Petugas
Tata Usaha diberikan Tunjangan Kinerja Daerah sesuai dengan peringkat
jabatan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 28
Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27
menggunakan penilaian xehadiran dan penilaian kinerja pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Gubernur mengenai Tunjangan Kinerja Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Gubsrnur

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jaxarta.

Ditetapkan di Jaxarta
pada tanggal 21 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 118



Lampiran | : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2011
Tanggal 21 November 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,

/

/FA Q



No. ‘

Lampiran I

fbukota Jakarta

Normor
Tangga!

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama Jabatan

1. | Kepala Unit

2

Syarat Pendidikan

114 TAHUN 2011
21 November 2011

Peraturan Guberrnur Provinal Daerah Khusue

y g

- 81
- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah
| - Diklat Manajemen
| Pemerintahan
- Diklat Pelayanan Publik

- Diklat Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah

‘ 2. Koordinator Tata Usaha

' - 81 Humaniora
| - Diklat Administrasi
. Kepegawaian
| - Diklat Administrasi
Perkantoran
- Diklat Penata Usaha
Keuangan Daerah
- Diklat Pengelola Barang
| Daerah
- Diklat Pelayanan Publik

‘ ' a. Pengadministrasi Umum

- D Wl Administrasi

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Administrasi
Perkantoran/Ketatausahaan

| - Diklat Arsiparis

- Diklat Komputer

b. Penata Komputer

- D ill Komputer

- Diklat Administrasi
Perkantoran/Ketatausahaan

- Diklat Arsiparis

¢. Pengelola Rumah Tangga

- Dl Administrasi
- Diklat Komputer
- Diklat Bendahara Barang

d. Pengadministrasi Keuangan

- D Il Akuntansi
- Diklat Bendahara

i - Diklat Komputer

Jumiah




No.

1

8.

""Koordinator Tim Administrasi

Nama Jabatan Syarat Pendicikan

g %]

- $1 Humanicra

- Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Keuangan Daerah

P-etugas L.cket

- Diklat Pelayanan Publik
- Diklat Kehumasan

- DIl Administrasi/Humaniora

 ESEE

(8,

Petugas Administrasi Perizinan | - D Il Umum

- Diklat Komputer
- Dikiat Administrasi
Perkantoran

Petugas Administrasi Non
Perizinan - Diklat Komputer

T D Umnum

| - Diklat Administrasi
| Perkantoran

Jumlah

Koordinator Tim Teknis i - 81
- Diklat Perundang-Undangan

a. Pemproses Perizinan/Non
Perizinan

D Wil Teknik
& Dikiat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Sarana dan
Prasarana Kota

e e ——— e e e

Sektor Kependudukan dan - D Il Humanicra
Pencatatan Sipil - Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Pendapatan Daerah | - D Il Ekonomi/Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Pelayanan Pajak - D Il Ekonomi/Humarniora | 1
- Diklat Komputer |
- Diklat Pelayanan Publik r
Sektor Perindustrian dan | - D Il Humanicra 1
Energi | - Diklat Komputer

| - Dikiat Pelayanan Publik

Sektor Koperasi, UMKM dan | - D il Humaniora

Perdagangan - Dikiat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik




No. Nama Jabatan

e e .

1 | 2

Syarat Pendidikan

3

= - Sektor Perizinan Bangunan

-Dlll Teknk
- Diklat Komputer
| - Diklat Pelayanan Pubiik

Sektor Pengawas Bangunan

-D il Teknk
- Diklat Komputer
Diklat Pelayanan Publik

Sektor Tata Ruang

D Il Teknik
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

- Sekior Pendidikan Dasar

- D It Humaniora
| - Diklat Komputer
| - Diklat Pelayaran Publik

Sektor Pendidikan Menengah

- D lll Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Kesehatan

"~ D il Kesehatan/Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

———

Sektor Pariwisata

- D Il Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Sosial

- DIl Humanicra

- Diklat Komputer
| - Diklat Pelayanan Publik

Sektor Tenaga Kerja dan
| Transmigrasi

| - DIl Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

- Seklor Pertamanan

- D 1l Teknik
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Pemakaman

- DIt Humaniora
- Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik

Sektor Kebersihan

- D Il Humaniora
| - Diklat Komputer
- Diklat Pelayanan Publik




] e M S .

No. | Nama Jabatan Syarat Pendidikan | Jumlah
S [ _ 2 B e  IR— . s A
| - Komunikasi, Informatika ¢an | - D Il Humaniora % | ‘
l Kehumasan . - Diklat Komputer ' -
- Diklat Pelayanan Publik
| i |
- Sektor KPKD (BPKD) - DIl Ekonomi 2 1 |
- Diklat Komputer l
j - Diklat Peiayanan Pubiik
b. Pengadministrasi Teknis - DIl Administrasi [ 2
. | - Diklat Kemputer
- Liklat Administrasi
S ) Perkantcran
Jumiah 28
Total 44

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




,

e ———————

Lampiran I

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

114 TAHUN 2011
21 November 2011

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

No. Nama Jabatan | Peralatan Kerja Jumlah |
| |
B I e |
L] | 53— T4 T 5 |
| 1. | Kepala Unit - Laptop 1 Unit |
' - Printer 1 Unit |
- Telephone i l Unit |
- Monitor CCTV 1 Unit |
- Filling Kabinet 1 Unit |
|
| 2. | Koordinator Tata Usaha - Komputer T | Unit |
i - Printer 1 | Unit
- Telephone - | Unit
! | - Filing Kabinet | ¥ i Unit ‘
. | _
| a. Pengadministrasi Umum | - Komputer [ & ‘ Unit |
- Printer 2 Unit
- Telephone | 1 | Unit |
| - Mesin faks 1 Unit
- Handkey | 4 | Unit
| - Filling Kabinet | 2 | Unit
! | | | |
‘ ‘ b. Penata Komputer - Komputer ik Unit |
| - Filling Kabinet | 1 | Unit
- Peralatan Kerja Teknis |
¢. Pengelola Rumah Tangga |- Filling Kabinet 9 | Unit |
| - Peralatan Kerja Teknis | . i
|
I ' d. Pengacdministrasi Keuangan | - Komputer T
| - Printer 1 | Unit
| - Mesin Hitung i | Unit
| - Brankas | 1 Unit !
i- Filling Kabinet | i Unit |
3. | Koordinator Tim Administrasi | - Komputer [ 1 Unit |
| - Printer 1 Unit |
- Telephone 1 Unit |
- Filling Kabinet 1 Unit
a. Petugas Loket | - Komputer 1 Unit
| - Printer 1 Unit
| - White Board 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
I
' b. Petugas Administrasi - Komputer 4 Unit
Perizinan - Printer | 3 Unit
- Filing Kabinet 4 Unit




r = —
| No. | Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
|
L 2 | A 5 |
¢. Petugas Administrasi Non | - Kompltef 4 | Uni
Perizinan - Printer g | UM
Filling Kabinat 4 ‘ Unit
4. | Koordinator TIM TekNis - Komputer 1 Unit |
Printer 1 Unit ‘
, ; Telephone 1 | unit |
: | - Filling Kahinet 1 | Unit
" a. PeMpfoses Pefizinan/Non | =
| Pefizinan . |
. ! 1
- Sektor Sarana dan Prasafand | - Komputef T | Unit
Kota Printer 1 | Uit
. | - Filling Kabinet 1 | Unit
| - Sekfor Kependudukan dan " Komputer 1 unit
Pencatatan Sipil |- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
' - Sektor Pendapatan Daerah Komputer 1 Unit
Printer 1 Unit
Filling Kabinet 1 Unit |
' - Sektor Feldyanan Pajak |- Komputer 1 ont |
| Printer 1 unit
' Filling Kabinet 1| Unit
- Sektor Pefindustrian dan Energi | Komputer 1 unit
Printar 1 Unit
|- Filling Kabinet 1 Unit
m |
- Sekior Kopefasi, UMKM dan | - Komputer 1 Unit
Perdagangan Printer 1 Unit
Filling Kabinet 1 Unit
' ' - Sektor Fefizinan Bangunan | KoMpilter 1 Unit
Printer 1 unit
| - Filling Kabinet 1 Unit
- Sektor Fengawas Bangunan Komputer i Unit |
Printer 1 Unit
Filling Kabinet 1 | Unit
- Sektor Tata RUang Komputer 2 Unil
|- Printer E unit
|- Filing Kabinet 2 Unit
- Sektor Pendidikan Dasar Kompiiter 1 unit
Printer 1 Ung?
Filling Kabinet 1 unit
- Sektor Pendidikan Menengah | - Komputer 1| Uni
| Printer 1 Unit
| |- Filling Kabinet 1 Unit
| ] Y




T e i
No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
1 ) 2 ) I e (.
- Sektor Kesehatan - Komputer 4 | Unit
| - Printer 1| & | Unit
- Filling Kabinet 4 Unit
| - Sektor Pariwisata - Komputer 1 Unit |
- Printer L1 Unit
- Fiiling Kabinet I 1 Unit
‘ |
| - Sektor Sosial - Komputer B Unit |
- Printer 1 o Unit
- Filling Kabinet L Unit |
| - Sektor Tenaga Kerja dan | - Komputer = | 9 Unit |
' Transmigrasi - Printer | Unit
' - Filling Kabinet Unit
. - Sektor Pertamanan - Komputer B Unit |
| - Printer 1 Unit
- Fiilng Kabinet 1 Unit
| | -
- Sektor Pemakaman - Komputer 1 Unit
| - Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Sektor Kebersihan - Kemputer B | Unit
f . - Printer . Unit |
I I - Filling Kabinet | 4 | Umik |
| - Komunikasi, Informatika dan | - Komputer B Unit
' Kehumasan - Printer 1 Unit |
| - Filling Kabinet ‘ 1| Unit
|
' ' - Sektcr KPKD (BPKD) - Komputer [ 2 Unit
' - Printer | 8 Unit
| - Filling Kabinet 2 Unit
b. Pengadministrasi Teknis - Komputer 1 Unit
. | - Printer 1 Unit
| - Filing Kabinet 1 Unit
L |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,




Lampiran IV :  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakaria

Tanggal 21 November 2011

PERINGKAT JABATAN/BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA UNIT PELAYANAN TERFPADU SATU PINTU

No. Nama Jabatan/Golongan Peringkat/Besaran
TKD
o i Kepala Unit 10
2. |Koordinator Tata Usaha | 7
. — —— - = S
3. | Koordinator Tim Administrasi 7 |
4. | Koordinator Tim Teknis - - T- - i
| 5. | Fungsional Umum T ————— . o
|
f - Pangkal/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)
! | s.d. Pembina Utama (IV/e) | Rp 5.500.000,00
| i |
' | - Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) s.d. Pembina
: Tk 1 (IV/o) Rp 4.700.000,00
' "~ Pangkat/Golongan Ruang Penata (ll/c) s.d. Penata |
; | Tk (/) ' Rp 4.450.000,00
i f |
i - Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (llii/a} s.d. l
Penata Muda Tk. (lll/b) i Rp 4.200.000,00
|
| - Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (I/a) s.d.
i Pengatur TkJ (Il/d) Rp 3.950.000,00
’ | - Pangkat/Golongan Ruang Juru Muda (/a) s.d. Juru
| Tk.1 {i/d) Rp 3.150.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKDTA JAKARTA,




